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Poin Presentasi

e Sharing Policy Assessment TlI: Evaluasi Kinerja
Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP)
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e Memasuki Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB)
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Situasi Nasional COVID-19

e COVID-192 mendorong negara-negara di
berbagai belahan dunia bersigap menyusun
sejumlah kebijakan

e Kementerian Kesehatan (Kemenkes) turut
merespons, dengan segera membuat
protokol kesiapsiagaan berdasarkan arahan
World Health Organization (WHO)

freepik.com
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e Fasilitas kesehatan yang
tersebar di seluruh Indonesia

belum seluruhnya siap, masih

banyak berbenah di era BPJS

Kesehatan

e Presiden Joko Widodo atau
Jokowi mengumumkan Status
Kedaruratan Kesehatan
Masyarakat [31 Mei] dan
membentuk GTPP COVID-19
[13 Maret]



e Meningkatkan ketahanan
nasional di bidang
kesehatan

e Mempercepat penanganan
COVID-19 melalui sinergi
antarkementerian/lembaga
dan pemerintah daerah

e Meningkatkan antisipasi
perkembangan eskalasi
penyebaran COVID-19

°P COVID-19

e Meningkatkan sinergi
pengambilan kebijakan
operasional

e Meningkatkan kesiapan
dan kemampuan dalam

mencegah, mendeteksi,
dan merespons terhadap
COVID-19

Sumber:

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020
tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan
COVID-19 [Sudah dicabut Senin, 20 Juli dengan
ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 82
Tahun 2020 tentang Komite Penanganan
COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional]




e Berdasarkan kinerja di lapangan, sejumlah
apresiasi kinerja GTPP COVID-19 datang dari
lintas sektor

e Namun, kinerja GTPP COVID-19 di sejumlah
daerah masih dipertanyakan

e Diantaranya terkait pelayanan fasilitas
kesehatan yang diberikan, keterbukaan soal
informasi, keakuratan data pasien, dan lain
sebagainya

li



Cukup puas : 55

sumber : Indikator Politik Indonesia

Tidak puas sama sekal : 1,5

Sangat puas : 8,7

Satuan :

Persen

Tidak tahu/jawab : 10,4

kurang puas : 24

Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja
GTPP COVID-19 [Indikator Politik
Indonesia, 7 Juni]

e Sebanyak 55 persen mengatakan

cukup puas dengan kinerja Gugus
COVID-19

e Sebanyak 8,7 persen mengatakan
sangat puas, 24 persen kurang_puas,
dan tidak puas sama sekali sebanyak
1,9 persen, serta tidak tahu/tidak
menjawab sebanyak 10,4 persen




EVALUASI KINERJA MENJADI SEBUAH URGENSI
[MENJADI JEMBATAN MENUJU PEMBENTUKAN
SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19]

e Fvaluasi kinerja diartikan sebagal kegiatan untuk menilai atau melihat
'keberhasilan" dan "kegagalan" suatu instansi pemerintah atau unit kerja
dalam melaksanakan fugas dan fungsi yang dibebankan kepadanya
[Kementerian PPN/Bappenas, 2006]

e Pelayanan publik dapat diukur melalui sejumlah indikator
e | evine et al. (1990) dalam (Nasucha, 2004) mengembangkan lima indikator

dalam menilal kinerja pelayanan publik yaitu produktivitas, kualitas
pelayanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas






e Penyerapan anggaran kesehatan terkait dengan
pemulihan akibat pandemi covid-19 meningkat dari
4.68% per 24 Juni 2020 menjadi 5,12%

e Kendala dalam mendistribusikan anggaran yaitu

proses perubahan pagu ataupun kendala teknis di PE NYE RAPAN

lapangan, seperti keterlambatan klaim biaya

perawatan dan insentif tenaga kerja kesehatan A N GGA R A N

e Sekretaris Badan PPSDM Kesehatan Kemenkes,
Trisha Wahjuni Putri, mengatakan pihaknya telah
melakukan terobosan dalam rangka mempercepat
penyerapan anggaran, yakni dari sisi proses
verifikasi dokumen -> Pengelolaan data da

Sumber: Media Indonesia, 21 Juli




PRESTASI KERJA

e Kegiatan dan koordinasi pencegahan dan
penanganan COVID-19 masih "berproses”, namun,

sejumlah daerah mengapresiasi kinerja GTPP
COVID-19

e Apresiasi diberikan diantaranya dari Bupati Parigi
Moutung [parigimoutongkab.go.id, 09/05] dan

: VICTORY
Kepulauan Seribu [antaranews.com, 08/05), serta e —-—
DPRD Kabupaten Mimika [timikaexpress.com,
13/07]

e Sejumlah aspek yang disoroti misalnya, upaya
pencegahan melalui sosialisasi dan angka
kesembuhan yang naik




freepik.com




Keakuratan Informasi

freepik.com

e Pada 24 April 2020, Juru Bicara GTPP COVID-19 Kota
Cilegon, Ahmad Aziz Setia Ade Putera menarik
pernyataan dan mengklarifikasi ucapannya yang
menyatakan bahwa satu orang di Kota Cilegon
terkonfirmasi positif COVID-19 (bantennews.co.id,

24/04)

e Melalui banner digital yang disebarkan melalui media
sosial, Aziz menyatakan bahwa warga dimaksud bukan
terkonfirmasi positif, melainkan terindikasi positif
COVID-19




ADAPTASI
KEBIASAAN
BARU cakB)

Starter Pack
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Hond Savitizer
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Perlengkapan Thadah Pribadi
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Upaya Menopang
Keakuratan Informasi

e Informasi yang balk perlu ditopang

pemahaman terhadap istilah-istilah yang
digunakan terkait COVID-19

Penggunaan dan penyesuaian istilah "new
normal” menjadi Adaptasi Kebiasaan Baru
(AKB); orang dalam pemantauan (ODP),
pasien dalam pengawasan (PDP), dan orang
tanpa gejala (OTG) menjadi kasus suspek,
kasus konfirmasi (bergejala dan tidak
bergejala), dan kontak erat



16

Menekan Hoaks

e |Info hoaks di halaman situs covid1l9.go.id

e Dalam konferensi pers laporan kerja bulan keduc
Widodo Muktiyo, Dirjen Informasi dan Komunikasi Publil
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfc
menyampaikan bahwa terdapat 686 hoaks per 13 Me
2020 -> Perlu mengkampanyekan positive knowledge

e Salah satu media yang paling berbahaya atau tertutu
sifatnya adalah seperti grup WA
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Menekan Hoaks

o Survei kolaborasi Kementerian Riset dan Teknologi/Badan
Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dengan sejumlah
Kementerian/Lembaga, menunjukkan bahwa sarana
penyebaran informasi yang paling disukai, diantaranya 80,71
% responden memilih aplikasi pesan instan (WhatsApp/WA,
Line), 70,04 % responden memilih website, 25,66 %
responden memilih SMS, dan 2,78 % responden memilih
akun media sosial pemerintah (lipi.go.id, 30/03)

e Peran serta masyarakat untuk lebih waspada menekan
hoaks melaluit WA sangat diperlukan
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Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Tenaga medis dan relawan menjadi salah satu mitra GTPP COVID-19

Rekrutmen juga dibuka dan SDM yang terlibat diberikan arahan dan
pelatihan, termasuk relawan yang bertugas di luar fasilitas kesehatan

Insentif dan santunan kematian juga telah ditetapkan Menteri
Kesehatan, Terawan Agus Putranto, melalui Keputusan Menteri
Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/278/2020 -> Ketepatan

waktu penyaluran

Menurut Amnesty International Indonesia (2020), tenaga medis
sejumlah rumah sakit menjadi korban pemotongan upah. Sebanyak
330 laporan menyatakan bahwa perawat mengalami pemotongan
upah dan tidak menerima bonus liburan sampai akhir Mei
(nasional.kompas.com, 13/07)

THANK YOU!

YOU'RE OUR HERO



Kualitas Sumber Daya
Manusia (SDM)

e Dukungan sosial/motivasi kerja,
hilangkan stigma

e Upaya perlindungan terhadap

TERPAPAR D|BUNGKAMD|SERANG mitra/relawan khususnya tenaga

g ———— —— medis (Keselamatan
| ii- Jlkatenaga kesehatan dan pekerja esenmaltak ]I dan kesehatan di tempat kerja/K3)

terlmdungl hegltujuga kita. yang berada digaris depan perlu
ey | diprioritaskan mengingat angka

kematian tenaga medis yang tinggi
di Indonesia

LINDUNGI TENAGA I{ESEHATAH

LINDUNGI PEKERJA ESENSIAL. |
' LINDUNGI SEMUA ORANG I

AMNESTY ' -
H m il e |katan Dokter Indonesia (IDI):

Tingkat Kematian Tenaga Kesehatan
di Indonesia Akibat Covid-19
Tertinggi di Dunia (health.grid.id, 26
Juni) -> Pemanfaatan teknologi
(Robot dll)

_ vty
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Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

e Tim Gugus COVID-19 terdiri Pengarah dan Pelaksana, serta Tim Pakar

e Upaya Gugus COVID-19 untuk memperluas rantai koordinasi juga dilakukan hinggo
RT/RW dibantu dengan adanya relawan

o Keaktifan kepala RT/RW di sejumlah daerah juga dirasakan baik dalam
pemberian/pengelolaan bantuan dan pelaporan kasus

e Bagaimanapun, koordinasi rutin perlu dilakukan hingga RT/RW. Kepala RT/RW juga
diharapkan dapat menjadi garda terdepan masyarakat dalam melakukan
pencegahan dan penanganan
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Penyediaan
Fasilitas
Kesehatan

MERUJUK LAPORAN BULAN PERTAMA

Distribusi alat kesehatan, percepatan deteksi dan
peningkatan jumlah laboratorium pengolah spesimen

LAPORAN BULAN KEDUA DAN KETIGA
e Peningkatan produksi Alat Kesehatan (Alkes) Alat
Pelindung Diri (APD), PCR, ventilator dll dalam
negeri melalul kolaborasi juga dengan negara lain
® Pengembangan aplikasi daring diperlukan untuk
memantau ketersediaan dan kandisi Alkes

LAPORAN BULAN KEEMPAT
e Adapatasi Kebiasaan Baru perlu diperketat
pengawasan dan sanksinya mengingat kasus
yang naik signifikan



Prosedur

KerJa GTPP e GTPP COVID-19 melaksanakan setiap
COVI D_19 prosedur sesuai dengan Keppres dan

arahan Presiden secara langsung.
Namun, pada saat implementasi tugas
masih ditemui banyak kendala

o Kebijakan yang ada misalnya terkait
perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)
dan AKB seperti jaga jarak banyak
terbentur dengan ekosistem lingkungan
dan pengetahuan masyarakat
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e Sosialisasi atau Promosi Kesehatan
(Promkes) dan Pemberdayaaan
Masyarakat melalui pendekatan edukasi
perlu secara berkelanjutan dilakukan

e Dengan diikuti pemanfaatan berbagai

media seperti leaflet dll dan juga
penggunaan istilah yang lebih mudah
dipahami masyarakat dan tidak
menimbulkan ambiguitas



Ketegasan
Prosedur
Pencegahan

e Wacana yang menguat masyarakat yang
beraktivitas di tempat umum dan tidak
memakai masker akan dikenakan denda.
Evaluasi sanksi/kerja sosial perlu
dilakukan untuk melihat efektivitasnya.
Denda tidak selalu memberikan efek jera

e Pemda yang akan menerapkan denda
perlu melakukan kajian terlebih dahulu
atas ketidakdisiplinan yang terjadi di
daerahnya




Pelaporan Kegiatan dan Evaluasi Kinerja

e Pelaporan kerja bulanan dilakukan e Evaluasi kerja yang rutin dilakukan
oleh Gugus COVID-19, selain briefing akan menjadikan pencegahan dan
harian untuk mengupdate kondisi penanganan COVID-19 menjadi lebih
terkint COVID-19 baik lagi

e Namun, upaya surveilans kesehatan e Jika dimungkinkan kolaborasi riset
perlu terus digencarkan dan evaluasi yang dilakukan dalam pengembangan
dampak dari berbagai peraturan iInovasi alat kesehatan juga
turunan Adaptasi Kebiasaan Baru diintegrasikan dengan adanya riset

(AKB) yang sedang berjalan kebijakan turunan terkait COVID-19




AKUNTABILITAS






Pelaporan Keuangan

e Tidak semua Pemda melaporkan keuangan terkait e Laporan keuangan yang dilakukan Sinjai sangat

COVID-19 secara transparan selaras dengan penegakan nilai-nilai transparansi.
Hal ini perlu diikuti oleh seluruh Pemda di
e Berdasarkan temuan, terdapat daerah yang juga Indonesia, khususnya bagi yang telah terjangkau
melaporkan keuangan terkait penanganan COVID- akses internet
19 dengan lebih transparan. Misalnya saja Pemda
Kabupaten Sinjai, yang dapat diakses terbuka e Faktor inovasi yang kuat juga menjadi salah satu
melalui situs sinjaikab.go.id/v4/? kultur yang dibangun di Sinjai

s=laporan+keuangan+cov

Mt
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Kesimpulan dan Rekomendasi:
Menuju Pembentukan Satuan Tugas
Penanganan COVID-19 di era Adaptasi
Kebiasaan Baru (ABK)

ANTARA FOTO



KUALITAS PELAYANAN

e Keakuratan infromasi perlu didukung pemahaman yang baik oleh
GTPP COVID-19

e Menekan hoaks memerlukan peran masyarakat karena media
sosial dengan sifat tertutup yang berbahaya banyak digunakan

PRODUKTIVITAS

Penyerapan anggaran didukung pengelolaan data

masyarakat
yang cermat [Dalam pemberian insentif tenaga e Perlindungan relawan COVID-19 khususnya tenaga medis perlu
medis] ditingkatkan termasuk menciptakan kondisi di masyarakat agar

dukungan sosial/motivasi kerja terhadap relawan meningkat

RESPONSIVITAS

e Deteksidini yang lebih merata

e Koordinasiinternal yang baik antar GTPP COVID-19 dengan fasilitas kesehatan

e Pemanfaatan aplikasi daring untuk memantau ketersediaan alkes dan kondisinya
perlu dikembangkan

e Dukungan dan kolaborasi riset perlu diperkuat untuk menghasilkan inovasi alkes
yang lebih baik diiringi upaya surveilans kesehatan yang lebih gencar

e Mengedepankan evaluasi sebagai pembuatan suatu kebijakan turunan terkait
COVID-19 dan penguatan sistemnya

e Ketegasan prosedur pencegahaan diikuti sanksi yang tepat, tidak harus selalu
dalam bentuk denda serta sosialiasi atau Promkes yang lebih gencar
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